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Abstrak: Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan nasional melalui 

pengelolaan keuangan yang mandiri dan berkelanjutan. Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia bertujuan 

untuk meningkatkan pelayanan publik serta memandirikan daerah dalam mengelola sumber dayanya. Kota 

Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan utama di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam 

tata kelola keuangan daerahnya, terutama di bawah kepemimpinan Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Makassar selama 

periode kedua kepemimpinan Mohammad Ramdhan Pomanto dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan. 

Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan mengukur rasio kemandirian, efektivitas, 

efisiensi, dan pertumbuhan keuangan daerah berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Makassar mengalami fluktuasi, 

dengan rasio kemandirian keuangan yang masih tergolong sedang, menunjukkan adanya ketergantungan terhadap 

dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio efektivitas keuangan daerah menunjukkan hasil yang kurang efektif, 

mengindikasikan bahwa program-program yang dijalankan belum sepenuhnya mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Rasio pertumbuhan keuangan daerah juga mengalami tren negatif, yang mencerminkan tantangan dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengevaluasi 

efektivitas kebijakan keuangan daerah serta memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Makassar untuk 

meningkatkan strategi kemandirian fiskal. Dengan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan PAD dan optimalisasi 

sumber daya lokal, Kota Makassar dapat memperkuat kemandirian keuangannya guna mendukung pembangunan 

daerah yang berkelanjutan. 

 

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan, Otonomi Daerah, Rasio Keuangan, Mohammad Ramdhan Pomanto. 

  

Abstract: Local governments have an important role in realizing national development through independent and 

sustainable financial management. Regional autonomy implemented in Indonesia aims to improve public services 

and make regions independent in managing their resources. Makassar City as one of the main growth centers in 

Indonesia has experienced various changes in its regional financial governance, especially under the leadership 

of Mayor Mohammad Ramdhan Pomanto. This study aims to analyze the financial independence ratio of the 

Makassar City Government during the second term of Mohammad Ramdhan Pomanto's leadership using a 

financial ratio approach. This research method uses quantitative descriptive analysis by measuring the ratio of 

independence, effectiveness, efficiency, and regional financial growth based on data from the Makassar City 

Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The results of the study showed that the financial performance 

of Makassar City fluctuated, with a financial independence ratio that was still classified as moderate, indicating 

a dependence on transfer funds from the central government. The regional financial effectiveness ratio showed 

fewer effective results, indicating that the programs implemented had not fully achieved the set goals. The regional 

financial growth ratio also experienced a negative trend, reflecting the challenges in increasing regional original 

income (PAD). This study contributes to evaluating the effectiveness of regional financial policies and provides 

recommendations for the Makassar City Government to improve fiscal independence strategies. By increasing 

efficiency in PAD management and optimizing local resources, Makassar City can strengthen its financial 

independence to support sustainable regional development. 
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PENDAHULUAN  

Pembangunan daerah merupakan salah satu indicator demi terwujudnya pembangunan   

nasional. Pemerintah memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya 

sendiri (Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2014). Pelaksanaan pengelolaan keuangan 

daerah yang diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
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melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan 

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan 

kekhasan suatu daerah. 

 Dengan adanya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi, 

yang mempunyai dampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, maka 

mengakibatkan adanya tuntutan masyarakat akan transparansi pelaksanaan kebijaksanaan 

pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan yang lebih 

berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen dan konsisiten 

dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, maka terjadi 

perkembangan yang signifikan dalam tata kelola kepemerintahan di Indonesia. Perubahan yang 

terjadi antara lain dari Sistem Sentralisasi menjadi Desentralisasi, dari Sistem Anggaran 

Tradisional menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, dari Sistem Akuntabilitas Vertikal 

menjadi Sistem Akuntabilitas Horizontal, dari Sistem Akuntansi Single Entry dan Cash Basis 

menjadi Sistem Akuntansi Double Entry dan Accrual Basis 

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia sampai saat ini merupakan wujud dari 

diberlakukannya desentralisasi. Desentralisasi ini diharapkan menghasilkan dua manfaat nyata. 

Dua manfaat desentralisasi adalah peningkatan partisipasi dan perbaikan alokasi sumberdaya 

produktif (Mardiasmo, 2018). Otononomi daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 merupakan 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang 

undangan. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan 

pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Selain itu, otonomi 

daerah bertujuan untuk memandirikan daerah dengan potensi-potensi yang dimiliki daerah. 

Pemerintah daerah sebagai daerah otonom seharusnya mampu membiayai kebutuhan 

daerahnya dan tidak tergantung pada pemerintah pusat. Masalah yang sulit dihadapi oleh 

mayoritas pemerintah daerah adalah masih kecilnya kontribusi PAD terhadap pendapatan 

daerah serta masih tergantungnya daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Sofi & 

Irfan, 2021). Otonomi daerah mengharapkan setiap pemerintah daerah memiliki kemandirian 

yang lebih besar dalam keuangan daerah yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan 

daerah (Harjito et al., 2020). 

 Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Masalah keuangan merupakan masalah 

penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga 

daerah karena tidak ada  kegiatan  pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. 

 Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu cara untuk 

menginformasikan apakah pemerintah telah berhasil mengelola keuangan daerahnya. Selain 

itu pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk memastikan fiscal yang ditransfer ke daearah 

apakah sudah berhasil atau gagal. Kinerja keuangan merupakan hasil tindakan dan program 

yang dicapai terkait dengan penggunaan anggaran, yang dapat diukur secara kuantitatif dan 

kualitatif. Dalam hal ini, kegiatan keuangan pemerintahan daerah mengacu pada pertumbuhan 

pekerjaan di bidang keuangan daerah, termasuk anggaran dan realisasi PAD, dengan 

menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan berdasarkan politik atau hukum. peraturan 

periode anggaran negara (Ramadana et al., 2023). 

Kota Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Menurut Bappenas, 

Makassar adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan 

Medan, Jakarta, dan Surabaya. Dengan memiliki wilayah seluas 175,77 km² dan jumlah 

penduduk lebih dari 1,4 juta jiwa, kota ini berada di urutan ketujuh kota terbesar di Indonesia 

dari jumlah penduduk setelah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Palembang. 
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Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto atau biasa dikenal sebagai Danny Pomanto (lahir 

di Makassar, Sulawesi Selatan, 30 Januari 1964; umur 55 tahun) adalah Wali Kota Makassar 

yang menjabat sejak 8 Mei 2014. Danny Pomanto yang berpasangan dengan Syamsu Rizal dan 

diusung oleh Partai Demokrat dan PBB ini keluar sebagai pemenang Pilkada Kota Makassar 

2013 dengan perolehan suara 182.484 atau 31,18 persen mengungguli 9 pasangan lainnya. 

Danny menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Ilham Arief Sirajuddin. Ia dan 

wakilnya Syamsu Rizal dilantik pada tanggal 8 Mei 2014 oleh Gubernur Sulawesi Selatan 

Syahrul Yasin Limpo. 

Danny Pomanto adalah seorang arsitek dan mantan dosen jurusan arsitektur di 

Universitas Hasanuddin, Makassar. Ia sebelumnya pernah bertarung dalam pemilihan gubernur 

Gorontalo namun gagal. Ia akhirnya terpilih sebagai Wali Kota Makassar pada periode 2014-

2019. Kini ia kembali menjabat pada periode 2021-2026. 

Di bawah kepemimpinan Danny Pomanto Kota Makassar berhasil menorehkan beberapa 

prestasi diantaranya yaitu Makassar tercatat masuk dalam 12 daerah penerima penghargaan 

Inovation Government Award (IGA) 2021. Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar di bawah 

kepemimpinan Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto atau akrab disapa Danny Pomanto, baru 

saja menerima penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai kota terbaik 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Dalam 

Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pada 

Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXVII, di Halaman Balai Kota Surabaya, 

Kamis, 25 April 2024. Dan Kerja keras Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan 

Danny Pomanto berhasil membawa kota ini meraih kembali penghargaan Adipura 2023-2024. 

Empat tahun memimpin Kota Makassar Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto dan Fatmawati Rusdi menjadi salah satu kepala 

daerah di Sulsel yang masa jabatannya dipangkas. Dipangkasnya masa jabatan ini merupakan 

dampak dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ini dikarenakan Pilkada termasuk Pilwali 

Makassar bakal dipercepat hingga masa jabatan yang harusnya diembang 5 tahun oleh Danny 

Pomanto tak cukup. Olehnya itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengakui namanya 

masuk dalam jajaran kepala daerah yang mengajukan uji material judicial review terhadap 

Undang-undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, maka masa jabatan 

wali kota dan wakil wali kota Makassar akan berakhir menjelang akhir tahun bila sudah ada 

kepala daerah terpilih, namun bila berproses maka bisa saja pelantikan kepala daerah terpilih 

pada awal 2025. 

Dengan adanya pemangkasan masa jabatan ini maka akan mengurangi masa jabatan 

normal yang diemban oleh kepala daerah oleh karena itu, penelitian ini ingin meneliti Kinerja 

keuangan pemerintah daerah Kota Makassar sebelum dan sesudah masa jabatan Mohammad 

Rhamdan Pomanto menggunakan pendekatan Rasio Keuangan, tujuannya untuk mengetahui 

seberepa baik kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar sebelum dan sesudah di 

kepemimpinan Mohammad Rhamdan Pomanto. 

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti kinerja keuangan pemerintah kota Makassar 

seperti penelitian dari (Irnawati Irnawati, 2023) yang menyatakan Kinerja rasio kemandirian 

keuangan daerah pemerintah Kota Makassar tahun 2017-2021 sebesar 59,25% dengan kriteria 

sedang yang artinya terdapat pola hubungan partisipatif. Rasio efektivitas keuangan daerah 

pemerintah Kota Makassar tahun 2017-2021 sebesar 82,53% dengan kriteria kurang efektif. 

yang berarti program yang dilakukan pemerintah Kota Makassar belum mampu mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kota Makassar 

terhadap rasio pertumbuhan PAD tahun 2017-2021 sebesar -2,59% dengan kriteria 

pertumbuhan negatif yang berarti Pemerintah Kota Makassar pada tahun anggaran 2017-2021 

kinerjanya tidak mengalami positif. pertumbuhan pendapatan, akan tetapi dari penelitian 

terdahulu tersebut belum ada yang meniliti perbandingan kinerja keuangan pemerintah Kota 
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Makassar pada periode yang kedua masa jabatan Mohammad Rhamdan Pomanto 

menggunakan pendekatan Rasio keuangan. Diharapkan penelitian dapat berkuntribusi bagi 

pemerintah Kota Makassar untuk mampu mengadakan evaluasi dengan memperhatikan tingkat 

rasio efisiensi serta efektivitas guna memajukan masa depan nantinya. 

 

LANDASAN TEORI 

Agency Theory 

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak 

antara principal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan 

keputusan kepada agen. Sebagai agen manajer secara moral memiliki tanggung jawab untuk 

memaksimalkan keuntungan para pemilik (principal) sedangkan disisi lain dia juga memiliki 

kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Teori keagenan juga dapat 

diterapkan pada sector public. Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara 

masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah 

pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah pemerintah 

daerah juga harus mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Disisi lain 

pemerintah dearah juga harus memaksimalkan kesejahteraan mereka. 

Pada sector public hubungan keagenan tersebut juga dapat dilihat dalam penyusunan 

anggaran. Pemerintah daerah disini kabupaten/kota menyusun anggaran kemudian anggaran 

tersebut diserahkan kepusat setelah adanya pengesahan dari pusat pemerintah daerah 

menjalankan kegiatan berdasarkan anggaran tadi. Akhirnya pemerintah daerah harus 

mempertanggung jawabkan realisasi anggaran terhadap pemerintah pusat (Zelmiyanti, 2016). 

Adanya desentralisasi di Indonesia juga menyebabkan hubungan keagenan dalam 

penyusunan anggaran daerah. Desentralisasi fiskal yang tergambar dalam rasio keuangan 

daerah dapat dijelaskan dengan menggunakan teori agensi, karena adanya hubungan 

pendelegasian wewenang. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) hubungan keagenan 

merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen, dengan melihat pendelegasian 

beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. 

Selain hubungan pemerintah pusat dan daerah juga ada hubungan antara legislative dan 

eksekutif, eksekutif adalah agen sedangkan legislative adalah principal (Halim & Abdul, 2007). 

Legislator adalah pihak yang mendelegasian wewenang kepada agen seperti pemerintah atau 

panitia di legislative untuk membuat kebijakan baru. Agen disini membuat usulan kebijakan 

dan nantinya usulan agen tersebut diterima atau di tolak. 

 

Kinerja Keuangan 

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun 

organisasi. Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk melihat apakah yang direncanakan, bisa 

direalisasikan/dijalankan dengan baik. Apabila yang dicapai lebih melebihi perencanaan maka 

kinerjanya dikatakan sangat baik dan sebaliknya jika tidak tercapai sesuai dengan yang 

direncanakan maka kinerja dikatakan jelek. (Halim & Abdul, 2004) menyatakan bahwa kinerja 

pengelolaan keuangan yaitu kemampuan daerah menjadikan salah satu tolak ukur yang 

digunakan guna memerhatikan kemampuan daerahnya ketika melaksanakan tugas-tugasnya.  

Untuk mengukur kinerja organisasi, ada beberapa metrik kinerja (Herawati et al., 2021). 

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dengan berbagai cara, namun beberapa indikator 

yang umum digunakan adalah sebagai berikut pertumbuhan ekonomi, pendapatan pemerintah, 

belanja pemerintah, anggaran defisit/surplus, dan utang pemerintah, namun, perlu diingat 

bahwa kinerja keuangan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi semata, 

tetapi juga oleh faktor-faktor politik dan sosial. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan 

pemerintah harus dilakukan secara komprehensif dan holistik. 
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Analisis Rasio Keuangan 

Salah satu metode  yang  dapat  digunakan  dalam  menganalisa  laporan  keuangan  yaitu  

dengan melakukan perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan angka yang 

dihasilkan dari perbandingan antara  suatu  pos  di  dalam  laporan  keuangan  dengan  pos  

lainnya. Analisis rasio keuangan pada APBD  dilakukan dengan membandingkan hasil yang 

dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui 

bagaimana kecenderungan yang  terjadi. Dalam  penelitian  ini analisa  kinerja  keuangan  

pemerintah  daerah dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio, diantaranya: 

Rasio Kemandirian 

Rasio  kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap  dana eksternal. 

Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa Tingkat ketergantungan daerah 

terhadap bantuan dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan 

demikian pula sebaliknya (Faud & M. Ramli, 2016).Pemerintah Daerah masih belum mampu 

secara mandiri membiayai kegiatan pemerintahan dalam hal pelayanan  kepada masyarakat, 

kemudian ini juga berarti bahwa peran aktif masyarakat dalam mendukung Pembangunan di 

daerah adalahmasih sangat rendah, yang  dalam hal ini berupa kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak dan retribusi (Hariani, 2021). 

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =
𝑃𝐴𝐷

𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡
𝑥100% 

 

Tingkat dan kriteria kemandirian serta kemampuan ada keuangan pemerintahan daerah akan 

disajikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1 

Tingkat Rasio dan Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah 

Tingakt Rasio Kriteria 

> 100% Sangat Efektif 

100% Efektif 

90% - 99% Cukup Efektif 

75% - 89% Kurang Efektif 

< 75% Tidak Efektif 

(Halim & Abdul, 2007) 

Rasio Efisiensi 

(R et al., 2020) mengatakan bahwa  rasio  efisiensi  daerah  merupakan  perbandingan  

antara besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi  

pendapatan yang  diterima.  Kinerja  pemerintah  daerah  dapat  dikatakan  efisien  apabila  

rasio  yang  dicapai kurang  dari  100%.  Semakin  kecil  rasio  ini  maka  semakin  efisien  

kinerja  keuangan  pemerintah daerah. Menurut (Halim & Abdul, 2007) rasio efisiensi dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥100% 

 

Tingkat kriteria rasio efisiensi dapat disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 2 

Tingkat Rasio dan Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah 

Tingakt Rasio Kriteria 

> 100% Tidak Efiseni 

90% - 100% Kurang Efisien 
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80% - 89% Cukup Efisien 

60% - 79% Efisien 

< 60% Sangat Efisien 

(Joko Pramono, 2014) 

Rasio Efektivitas 

(Faud & M. Ramli, 2016) mengatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan    potensi  riil  daerah. 

Semakin besar nilai rasio yang diperoleh atau semakin besar target  yang  direalisasi, 

mengindikasikan bahwa semakin efektif kinerja  anggaran  pada  suatu instansi pemerintahan, 

begitu juga sebaliknya. Menurut (Halim & Abdul, 2007) rasio efektifitas bisa dirumuskan: 

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑥100% 

 

Nilai keefektifitasan keuangan daerah bisa digolongkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3 

Tingkat Rasio dan Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah 

Tingakt Rasio Kriteria 

> 100% Sangat Efektif 

100% Efektif 

90% - 99% Cukup Efektif 

75% - 89% Kurang Efektif 

< 75% Tidak Efektif 

(M. Mahmudi, 2016) 

 

Rasio Pertumbuhan 

(Rahmayati, 2016) mengatakan  bahwa  rasio  pertumbuhan  mengukur seberapa  besar  

kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan 

keberhasilannya  yang  telah  dicapai  dari  satu  periode  ke  periode  berikutnya.  Apabila  

rasio pertumbuhan  menunjukan  angka  positif  maka  menggambarkan  kinerja  keuangan  

meningkat dan begitu pula sebaliknya. Menurut (Selly Paat, 2013) berikut adalah rumus rasio 

pertumbuhan: 

Rasio Pertumbuhan PAD 

 

𝑃𝐴𝐷 =
𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1

𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1
𝑥100% 

 

Rasio Pertumbuhan Pendapatan 

 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1
𝑥100% 

Rasio Pertumbuhan Belanja 

 

𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 =
𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1

𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1
𝑥100% 
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METODE 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam riset ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian 

kuantitatif deskriptif merupakan sebuah kerangka sistematis yang bertujuan memberikan 

jawaban terhadap suatu masalah dan/atau menggunakan tahap-tahap penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif. 

Sumber Data 

Penulis menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari web resmi 

BAPPPEDA Kota Surakarta berbentuk laporan realisasi keuangan APBD pemerintah Kota 

Surakarta. Pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi dan studi kepustakaan 

di mana peneliti memperoleh data dengan cara : 

Studi Kepustakaan 

Peneliti menggunakan konsep yang diperoleh dari berbagai jurnal, internet, surat kabar, 

dan dokumen-dokumen yang berkaitan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara memilah dan mempelajari penelitian terdahulu berupa jurnal, skripsi, tesis, dan sumber 

lainnya dengan fokus penelitian. 

Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi pada penelitian ini diambil dengan cara memilah dan menjadikan 

satu data yang bersumber dari dokumen laporan yang tersedia. Bahan dari Data analisa pada 

penelitian ini terdapat pada laporan realisasi keuangan APBD pemerintah Kota Surakarta 

Tahun 2015-2023. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

Rasio Kemandirian 

Rasio kemadirian pemerintah Kota Surakarta dapat ditunjukkan dengan perhitungan 

dibawah ini: 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =
𝑃𝐴𝐷

𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡
𝑥100% 

Tabel 1. 

Tingkat Kemandirian Pengelolaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Pada 

Masa Pemerintahan Gibran Rakabuming Raka 

Tahun PAD Bantuan Pemerintah Pusat Rasio Keterangan 

2021 Rp1.140.000.000,33 Rp1.717.000.000,86 66,39% Tidak Efektif 

2022 Rp1.410.000.000,81 Rp1.818.000.000,55 77,55% Tidak Efektif 

2023 Rp1.565.000.000,99 Rp1.835.000.000,52 85,28% 
 Kurang 

Efektif 

(Olah Data, 2024) 

Hasil dari rasio kemandirian Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Asli 

Daerah sebesar Rp1.140.000.000,33,- dengan Bantuan Pemerintah Pusat sebesar 

Rp1.717.000.000,86,-, diperoleh rasio kemandirian sebesar 66,39% dikategorikan tidak efektif 

karena < 70%. Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.410.000.000,81,- 

dengan Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp1.818.000.000,55,-, diperoleh rasio kemandirian 

sebesar 77,55% dikategorikan tidak efektif karena < 70%.  Dan Tahun Anggaran 2023, 

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.565.000.000,99,- dengan Bantuan Pemerintah Pusat 

sebesar Rp1.835.000.000,52,-, diperoleh rasio kemandirian sebesar 85,28% juga dikategorikan 

kurang efektif karena < 89%. 
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Rasio Kemandirian 

Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Makassar pada periode kedua 

kepemimpinan Mohammad Ramdhan Pomanto menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan 

terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Berdasarkan perhitungan 

rasio kemandirian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diketahui bahwa 

selama periode penelitian rasio kemandirian keuangan Kota Makassar berkisar antara kategori 

"sedang" hingga "kurang efektif". 

Data menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar mengalami 

peningkatan yang fluktuatif, namun masih belum mampu menutupi seluruh kebutuhan belanja 

daerah tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Makassar masih perlu meningkatkan strategi dalam 

memperluas basis pajak daerah dan mengoptimalkan sumber daya lokal agar mampu 

meningkatkan kemandirian fiskalnya. 

Rasio Efektivitas 

Rasio efektivitas keuangan daerah Kota Makassar pada periode kedua kepemimpinan 

Mohammad Ramdhan Pomanto menunjukkan hasil yang kurang efektif. Berdasarkan analisis 

data, efektivitas PAD dalam mencapai target yang ditetapkan masih berada di bawah kategori 

"cukup efektif". Hal ini menunjukkan bahwa potensi PAD belum sepenuhnya dimanfaatkan 

secara optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan ini antara lain: Kurangnya 

inovasi dalam strategi penggalian PAD, Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan Adanya 

kebocoran dalam pengelolaan pendapatan daerah. 

Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD, 

termasuk penguatan sistem perpajakan daerah, peningkatan transparansi dalam pengelolaan 

keuangan daerah, serta optimalisasi aset daerah untuk meningkatkan pendapatan. 

Rasio Efisiensi 

Efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Makassar masih belum optimal. 

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi, ditemukan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan masih tergolong tinggi. Idealnya, semakin kecil rasio efisiensi, 

semakin baik kinerja keuangan suatu daerah, namun dalam kasus Kota Makassar, angka rasio 

efisiensi masih menunjukkan bahwa alokasi anggaran belum dilakukan secara optimal. 

Faktor utama yang menyebabkan efisiensi rendah adalah tingginya biaya operasional dan 

administrasi dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Pemerintah Kota Makassar 

perlu melakukan evaluasi terhadap struktur anggaran untuk memastikan bahwa pengeluaran 

diarahkan pada program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. 

Rasio Pertumbuhan 

Tren pertumbuhan keuangan daerah Kota Makassar menunjukkan pola yang fluktuatif. 

Rasio pertumbuhan PAD dalam beberapa tahun terakhir mengalami tren negatif, yang 

mengindikasikan adanya tantangan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan PAD antara lain: Ketidakstabilan kondisi ekonomi makro 

yang mempengaruhi daya beli masyarakat, Kebijakan fiskal yang belum sepenuhnya 

mendukung peningkatan PAD, dan Kurangnya diversifikasi sumber pendapatan daerah. 

Untuk meningkatkan pertumbuhan keuangan daerah, Pemerintah Kota Makassar perlu 

mengembangkan strategi jangka panjang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, 

termasuk melalui investasi di sektor-sektor strategis dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. 

 

SIMPULAN 

 Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Makassar pada periode  kedua kepemimpinan 

Mohammad Rhamdan Pomanto, secara umum dikatakan efektif. 
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Kota Makassar perlu meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar 

dengan cara meningkatkan efektifitas untuk berapa pos yang berhubungan dengan PAD Kota 

Makassar. Cara berikutnya adalah memperluas basis pajak, pemerintah daerah perlu 

memperluas basis pajak dengan cara menjaring wajib pajak baru, seperti dengan melakukan 

pendataan ulang wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. 

Diharapkan peneliti selanjutnya menambah periode penelitian supaya memberikan hasil 

yang lebih akurat dalam menilai kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar. Selanjutnya 

yaitu menggunakan pendekatan yang lain, karena pendekatan rasio kemandirian tidak bisa 

dijadikan satu-satunya referensi untuk menilai kinerja suatu pemerintahan. Simpulan dapat 

bersifat generalisasi temuan sesuai permasalahan penelitian, dapat pula berupa rekomendatif 

untuk langkah selanjutnya. 
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